
 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON 

 

NOMOR 10 TAHUN 2014 SERI C.2 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON 

NOMOR 10 TAHUN 2014 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON  
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI CIREBON, 
 

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24   
Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang  Nomor 23 
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Surat 

Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/326/SJ Tanggal 17 
Januari 2013 Perihal larangan pungutan uang dalam 

memberikan pelayanan administrasi kependudukan, maka 
Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon yang mengatur tentang 

Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan yang tertuang 
dalam Jenis Retribusi jasa Umum perlu diubah untuk 
disesuaikan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten 

Cirebon tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Cirebon Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. 

Mengingat  :  1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang 

dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003    

Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4235); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang 
Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia     Tahun 
2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5475); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5586); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 
tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Cirebon 

(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 2,  
Seri D.1); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2010 

tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 Nomor 4, Seri D.1);  

11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor  2  Tahun 2012 
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten 

Cirebon Tahun 2012 Nomor 3, Seri C.2); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON 
dan 

BUPATI CIREBON 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG 
RETRIBUSI JASA UMUM. 
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Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon 

Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran 
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 2 Seri C.1), diubah 
sebagai berikut : 

 
1. Ketentuan Pasal 2 huruf a dihapus. 

2. Ketentuan Pasal 3 dihapus. 
3. Ketentuan Pasal 4 dihapus. 

4. Ketentuan Pasal 5 dihapus. 
5. Ketentuan Pasal 6 dihapus. 

 

Ketentuan Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon     
Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dihapus.  

 
Pasal II                    

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.   

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam 

Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon. 
 

Ditetapkan di Sumber  
Pada tanggal 28 November 2014 
 

BUPATI CIREBON, 
 

           TTD 

                      
                                            SUNJAYA PURWADISASTRA 

 
  

Diundangkan di Sumber  
Pada tanggal 1 Desember 2014 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON, 
 

   TTD 
 

                 DUDUNG MULYANA 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2014 NOMOR 10 SERI C.2 

 
 
Salinan sesuai dengan aslinya 

 
     Kepala Bagian Hukum 

     

       
    H.Uus Heriyadi,SH.CN 
NIP. 19590511 199103 1 003 

 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT : 

(87/2014) 


